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PETA PROSES BISNIS MAHKAMAH KONSTITUSI LEVEL Il

PETA SUB PROSES PENINGKATAN MUTU PUTUSAN DAN PENANGANAN PERKARA YANG IMPLEMENTATIF

MK.02

Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Terhadap
Pancasila dan Konstitusi

MK.01

~

Peningkatan Mutu Putusan dan Penanganan Perkara
yang implementatif

Rencana, Program, Anggaran Kegiatan
peningkatan pemahanan HKWN/bimtek dan
penyebarluasan Informasi Perkara dan
Putusan MK

MK.03

Perwujudan dan
Peningkatan Mutu
Dukungan Manajemen
Peradilan Konstitusi
yang Bersih dan
Terpercaya

Rencana, Program, Anggaran

D @ D
MK.01.01 MK.01.02
Penanganap Perkara Kpnstitusi Peningkatan Penegakan
(Menerima, Memeriksa, Kode Etik dan Ped
Mengadili dan Memutus serta 0. € Ell qn € O”.‘a”.
Dokumentasi Perkara) ) Perilaku Hakim Konstitusi )
@ D
MK.01.03
Penyusunan/ Penyempurnaan
Kerangka Regulasi
\ 4

MK.02

Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Terhadap
Pancasila dan Konstitusi

Bimtek yang berkualitas dan publikasi
Informasi Perkara dan Putusan MK yang
tepat sasaran

MK.03

Perwujudan dan
Peningkatan Mutu
Dukungan Manajemen
Peradilan Konstitusi
yang Bersih dan
Terpercaya

Program yang berkualitas




PETA PROSES BISNIS MAHKAMAH KONSTITUSI LEVEL Il

PETA SUB PROSES PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PANCASILA DAN KONSTITUSI

MK.01

Peningkatan Mutu
Putusan dan
Penanganan
Perkara yang
implementatif

Data dan Informasi Hukum Acara MK,
Perkara dan Putusan MK

MK.03

Perwujudan dan
Peningkatan Mutu
Dukungan
Manajemen
Peradilan
Konstitusi yang
Bersih dan
Terpercaya

Rencana, Program, Anggaran

MK.01

Peningkatan Mutu
Putusan dan
Penanganan
Perkara yang
implementatif

Publikasi Hukum Acara MK, Perkara dan
Putusan MK yang berkualitas.

MK.03

Perwujudan dan
Peningkatan Mutu
Dukungan
Manajemen
Peradilan Konstitusi
yang Bersih dan
Terpercaya

Program yang berkualitas

/ MK.02 \
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pancasila dan Konstitusi
« D « D
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« D « D
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PETA PROSES BISNIS MAHKAMAH KONSTITUSI LEVEL Il

PETA SUB PROSES PERWUJUDAN DAN PENINGKATAN MUTU DUKUNGAN MANAJEMEN PERADILAN KONSTITUSI YANG BERSIH DAN TERPERCAYA

MK.03

Perwujudan dan Peningkatan Mutu Dukungan Manajemen Peradilan Konstitusi Yang Bersih dan Terpercaya

MK.03.01

MK.03.11

MK.03.21

MK.03.31 |

MK.01

Pengadministrasian Registrasi & Berkas
Permohonan Perkara/Konsultasi

Pengelolaan Administrasi Hakim dan
Pegawai dan pembinaan pegawai

MK.03.02

Peningkatan
Mutu
Putusan dan
Penanganan
Perkara yang
Implementatif

Pengelolaan Persidangan, RPH, dan
Kejurupanggilan serta Berkas Perkar

MK.03.03

Data dan
Informasi,
Permohonan
perkara konstitusi

Pengadministrasian Berkas Perkara Pasca
Putusan (Penyusunan Minutasi Berkas

. Perkara dan Penyusunan Ikhtisar Putusan)

MK.03.04

Penyiapan bahan penyusunan rencana,
rencana strategis, program kerja, dan
anggaran.

MK.03.05

Penyiapan bahan evaluasi kinerja, dan
penyusunan laporan kinerja

MK.03.12

Pembinaan dan Pengembangan PPNPN

MK.03.13

A\

Perencanaan dan Pengembangan
Kebutuhan, potensi dan kapasitas SDM

dan pengelolaan dan Simpeg )

Penatausahaan, penyiapan bahan,

pelaksanaan dan pengembangan

kerjasama luar negeri/ organisasi
internasional

MK.03.22

Penatausahaan pimpinan

MK.03.23

Pelayanan keprotokolan

MK.03.14

Penyiapan Bahan advokasi, litigasi, dan
pelaksanaan pelayanan bantuan hukum

MK.03.15

MK.03.24

Pengelolaan rumah tangga kantor,
rumah jabatan, pengelolaan &
pemeliharaan gedung kantor, rumah
jabatan

Pelaksanaan ketatausahaan Kepaniteraan,
Penyusunan Anotasi Undang- Undang,
Penyelenggaraan Monitoring & Evaluasi Putusan MK

MK.03.16

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Persidangan,
serta koordinasi pengamanan persidangan

MK.03.17

Pengolahan Data perkara, pengelolaan layanan
risalah sidang, putusan, dokumen perkara

MK.03.25

Pengelolaan persuratan, arsip, dan
ekspedisi

MK.03.26

Pelaksanaan pengamanan lingkungan,
rumah jabatan, kediaman pimpinan

MK.03.27

Pengadaan barang/jasa

MK.03.18

MK.02 MK.03.06
Peningkatan Pengelolaan perbendaharaan
Kesadaran
Masyarakat M K E 03 E 07
Terhadap Pelaksanaan verifikasi dokumen keuangan
Pancasila
dan MK.03.08
Konstitusi

Pelaksanaan Akuntansi dan
Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaksanaan humas, peliputan,
pemberitaan, penerbitan, pers

Rencana, Program,
Anggaran Kegiatan
peningkatan
pemahanan
HKWN/bimtek dan
penyebarluasan
Informasi Perkara
dan Putusan MK

MK.03.09

Penyiapan bahan penataan
organisasi dan tata laksana

MK.03.10

Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RB,
standar pelayanan publik

MK.03.19

Penyusunan perjanjian & pelaksanaan kerjasama
dalam negeri (K/L/instansi dalam negeri)

MK.03.20

MK.03.28

Pengelolaan perlengkapan, penyusunan
analisis kebutuhan, penatausahaan,
penyimpanan, pendistribusian,
pemeliharaan, penghapusan BMN

Pengawasan di bidang keuangan |

MK.03.38 |

MK.03.29

Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan
laporan BMN

Penyiapan bahan perencanaan dan
koordinasi, pengelolaan website dan
informasi sekretariat tetap AACC

MK.03.30

Pengawasan di bidang kinerja

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana serta Pengamanan Dalam Pusdik

MK.03.39

Pengelolaan keuangan, administrasi

kepegawaian, arsip dan dokumentasi Pusdik

MK.03.32 MK.01
Pelaksanaan dukungan substantif Peningkat
perkara an Mutu
M K 03 33 —p| Putusan
5 5 dan
Pengelolaan Perpustakaan Penangan
serta Sejarah Konstitusi an Perkara
yang
MK.03.34 Implement
Pengelolaan, Pemanfaatan dan atif
Pengembangan Sistem Informasi dan
aplikasi, Pelayanan Data, Pembinaan Putusan yang
Teknologi Informasi, Komunikasi dan Data berkepastian
Ve ) hukum dan
M K . 03 . 35 berkeadilan.
Pengelolaan, Pemanfaatan dan L
Pengembangan Infrastruktur,
L Jaringan, dan Komunikasi )
( MK.03.36 )
Perencanaan dan Pengembangan Program dan MK .02
Kurikulum Pendidikan, Pengembangan Tenaga .
Pengajar, serta Evaluasi dan Pelaporan — Peningkatan
Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan SRR
\ Konstitusi Y, Masyarakat
M K 03 37 Terhadap
0 0 Pancasila
Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan dan
Konstitusi Konstitusi

Meningkatnya
kesadaran
masayarakat
terhadap nilai-
nilai Pancasila
dan Konstitusi




PETA RELASI MK.01

PENINGKATAN MUTU PUTUSAN DAN PENANGANAN PERKARA YANG IMPLEMENTATIF

/ PR.MK.01 \

Peningkatan Mutu Putusan dan Penanganan Perkara yang implementatif

4 N

Majelis
Pemohon Hakim Konstitusi NI Sekretaris Jenderal Panitera
Mahkamah
Konstitusi
. Biro Sumber Daya Biro Hukum dan Biro Hubungan
B1£|o AU Manusia dan Administrasi Masyarakat dan Panitera Muda | Panitera Muda Il
an Keuangan . .
Organisasi Kepaniteraan Protokol

Pusat Penelitian,
Pengkajian Perkara, dan
Pengelolaan Perpustakaan/ p . .

. SRR usat Pendidikan
Pusat Asistensi Ahli Hakim . :
Konstitusi, Dukungan Pancasila dan Inspektorat Panitera Muda Ill
Substantif Perkara, dan Konstitusi
Pengelolaan Perpustakaan

KK serta Sejarah Konstitusi //

Biro Umum Pusat TIK




PETA RELASI MK.02

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PANCASILA DAN KONSTITUSI

/ PR.MK.02

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pancasila dan Konstitusi
Masyarakat Pemohon Hakim Konstitusi Sekretaris Jenderal Panitera
Pusat Penelitian,
Pengkajian Perkara,
dan Pengelolaan
: . Perpustakaan/ Pusat
SlUE Perld1d1kan Biro Hubungan Asistensi Ahli Hakim Biro Perencanaan
Pancasila dan Masyarakat dan Konstitusi. Dukun Pusat TIK
N ) gan dan Keuangan
Konstitusi Protokol Substantif Perkara,
dan Pengelolaan
Perpustakaan serta
\ Sejarah Konstitusi /




PETA RELASI MK.03

PERWUJUDAN DAN PENINGKATAN MUTU DUKUNGAN MANAJEMEN PERADILAN KONSTITUSI YANG BERSIH DAN TERPERCAYA

/ PR.MK.03 \

Perwujudan dan Peningkatan Mutu Dukungan Manajemen Peradilan Konstitusi Yang Bersih dan

Terpercaya
Masyarakat/K/L/D Hakim Konstitusi Sekretaris Jenderal Panitera
. Biro Sumber Daya Biro Hukum dan Biro Hubungan
A0 [FETE IR Manusia dan Administrasi Masyarakat dan Panitera Muda | Panitera Muda I
dan Keuangan . .
Organisasi Kepaniteraan Protokol

Pusat Penelitian, Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan

Perpustakaan/ Pusat Pusat Pendidikan
Biro Umum Pusat TIK Asistensi Ahli Hakim Pancasila dan Inspektorat Panitera Muda IlI
Konstitusi, Dukungan Konstitusi

Substantif Perkara, dan
Pengelolaan Perpustakaan

KK serta Sejarah Konstitusi //




PETA PROSES BISNIS MAHKAMAH KONSTITUSI LEVEL Il

PETA LINTAS FUNGSI PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI

Peta Lintas Fungsi MK.01.01
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PETA PROSES BISNIS MAHKAMAH KONSTITUSI LEVEL Il

PETA LINTAS FUNGSI PENINGKATAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

Peta Lintas Fungsi MK.01.02

MK.01.02 Peningkatan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi
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PETA PROSES BISNIS MAHKAMAH KONSTITUSI LEVEL Il

PETA LINTAS FUNGSI PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN KERANGKA REGULASI

Peta Lintas Fungsi MK.01.03

MK.01.03 Penyusunan/Penyempurnaan Kerangka Regulasi

Jenderal

Kepaniteraan | Sekretariat

Penyusunan
rencana dan
program
penyusunan/
penyempurnaan
kerangka regulasi

Menyusun DIM,
data dan

informasi yang
dibutuhkan

L »
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Memberikan
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saran

Hakim Konstitusi

Pembahasan
Konsep
kerangka
regulasi

Dukunngan
penyebarluasan
kerangka regulasi

Finalisasi

penyebarluasan
kerangka regulasi

Masyarkat

Menerima
kerangka
regulasi




